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ajl Ulang Kewenangan

di RUU Kesehatan

Sentralisasi kewenangan di pemerintah
pusat dikhawatirkan menyebabkan
tujuan perbaikan layanan kesehatan
tidak berjalan optimal.

Despian MurRHIDAYRT
ARFEanITEd AT AN ESIE.COM

ANCANGAN Un-
dang-lindang Kese-

hatan atau omunihais

Inw kesehatan sam-

pai saar ini penuh dengan kan-
traversi. Rerbaga: pennlakan
manpun dukopgan terkan
dengan pengesaban RUL Ke
sehatan juga masih terjadi d
mama- . Keila Asosiasg
Aanalis Kelrdpakan Tndonesia
{AARD Trubus Rahadiansyab
mencoba menguriad akar per-
masalahan dan jugi sisi positil
dari RUL Keschatan ing, Menu-
rulmya, masalah yang paling
mananjiel dar RUL Kesehatan
ialah persoalan kewenangan.
“Akar persoalannya terkait
kewenangan. Kavak misalnya
[DI ([katan Daktar Indone-
sia) tidak akan lagi herperan
dalam menentukan kapa-
sitas dakrer, rekomendasi,
dan leinnya. Nantinya vang

berwenang itw Kemanterian
Kesehatapn. Lalu juga pendi-
dikanbukan lagi kewenangan
1B dan kampets, tapi manteri
kesahatan. Termasuk KPS
Kesehatan akan menghilang
karena kewenangan ada di
Kemenkes dan juga Badan
PR, ungkapnya kepada dde-
g dndose s ke

Lebil lapjwe, Trubus
menambahkan bahwa ke
beradaan RUU Kesehatan
hertujuan menyederhanakan
pelayanan kesehatan yvang
ada di Indooesia. Ini mening-
bulkan tentangan dari berkia-
gai pibal karema kewenangin
ying sebelumnya ada di ca-
ngan lembaga tertentu akan
tersentralisasi di pemerintabh
pusat. ]adi banyak penentan-
aan pasti karena kewenangan
banvak hilang, karena banyak
lambaga vang akam feralimi-
nasl,” regas Trahis.

I3 sisi lnin, menarotnya, ke-
heradaan KU Kesehatan me-

rupakan langlah visiomer dart
Indonesia untuk membusl
layanan kesehatan di Tanih
Air menjadi lebih baik. Meski
demikian, Trobuws menilai ROU
Eesehatan harus dikaji ulang.
Pasalnya. keberadaan lembaga
sepert] Badan PORM. BP]S Rese-
hatan:- [0, dan lainnya masih
dibutuhkan di Indonesia.

[ia merasa.jika kewsnane-
an akan tersaniralisasi di pe-
merinta pusat, ujuan mem-
perbaiki layanan kesehatan
di Indnnesia dikhawatirkan
tidak berjalan aptimal.

“Ealan senma i Kemenke s,
enggak balkal falan. Sayva vakin
akan [ergdnggo nantnga
Ih';}.'uny!a!..ll Jika nanti kel
_|._'||-;._||'||‘| A -"._'||'| a ol dlepen di
Eemuenkes saja, savi yakin
terlalu rwwel Bagh mereka.
nosaya hirws etap ada
il ini wobuk menangaoni
berbagai hal yvang tidak bisa
ditangani sepenuhnya peme-
rintah pusat,” tandas Trubus,

UU Praktik Kedokeeran
Wakil Ketua Umum Pang-
urus Besar [katam Dokrer
Indomesia (PH D) Slamert
Kudiartn mengatakan ada he-
herapa kesimpnlan yang dia

dapatkan serelah membaca
RUL Keschatan ataw ampiboy
low kesehitan,
“Kesimpulan saya sete-
lab baca BUL Kesehaton di
AMArAnYa [mengan

cam ke-
selamatan masyarakat, mem-
acabh belah oraanisasi profesi.
mempersulit birokrasi tenaga
kesehatan, kriminalizasi tena-
aa kesehatan. kapitalisme ke-
sehatan, menjadikan mentari
kesehatan super power, dan
anggaran kesehatan harus
dinaikkan minimal 15%,”
ungkapnya kepada Media ln-
o i, kemarmm

Lelgh lanjur, dia mene
kankan, sebatknya RUU Ke
sehatan dibatalkan, Namun
Jika pemerintah berkeras un
luk mengesahkan BUL Kese-
hatan, dia berharap U Prak-
ik Kedokieran tidak diciabul,
Menurulnya, semui negir
i dunia memiliks UL Prak-
tik Redokteran. "Sebaiknya
dibatalkan [(RUU Kesehatan).
Kalaw tatap dilanjutkan maka
jangan mencabut UL Prakeik
Kedoktaran. Di semua negara
luar negeri ada UL Frakik
ledaokaran. Kalau inidicab
maka terjad: kemunduran,”
tegas slamet. (H-2)
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